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. 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa salah satu bentuk peran serta Pemerintah Daerah di
bidang perpajakan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023, serta ekstensifikasi
pajak dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dari sektor Pajak Daerah selama masa pemulihan ekonomi/
normalisasi perekonomian pasca pandemi Covid-19, perlu
kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa
bunga dan denda pajak terutang; :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalara
huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pelayanan pajax<
daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); )
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan "Publk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuken
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubeh
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahar.
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukura
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaraa
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoar-o
Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daereh
Kabupaten Sidoarjo Nomor 18); ' :
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerzh
Kabupaten Sidoarjo Nomor 184);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjc
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daeral.
Kabupaten Sidoarjo Nomor 19); ’

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjc
Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 2 Seri B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 201.
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78.

Penghapusan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana

dimaksud diktum kesatu, berupa:

a. penghapusan bunga dan denda kepada Wajib Pajak yang
belum melakukan pembayaran atas pajak terutang untux
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PZ)
sampai dengan Tahun Pajak 2022; dan

b. penghapusan bunga dan denda kepada Wajib Pajak yang
belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai
dengan Tahun Pajak 2022 dan masa pajak Januari 2023
sampai dengan Mei 2023, meliputi :

pajak hotel;

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak penerangan jalan;

pajak parkir;

pajak air tanah;

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
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Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud diktum kedva
huruf b angka 5, merupakan pajak penerangan jalan yarg
sumber dayanya atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.



KEEMPAT . Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pajak daerah
berupa bunga dan denda pajak terutang sebagaimana dimaksud
diktum kedua, berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan
29 September 2023.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal | (U 2023




